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Abstrak 

Permasalahan utama dalam pengambilan kebijakan tentang pelayanan publik bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah masih kurangnya informasi tentang situasi dan kondisi terkini tentang pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian metode survey dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Untuk melengkapi data, tim peneliti  juga melakukan wawancara  dengan berbagai sumber seperti tokoh masyarakat di wilayah kecamatan yang menjadi sample. Selain itu, tim peneliti juga melakukan wawancara dengan aparat pemerintahan dari berbagai instansi. Teknik sampling yang digunakan adalah melalui metoda multi stages random sampling dalam memilih sumber data penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (i) persepsi kepuasan masyarakat tentang mutu pelayanan pemerintah daerah secara umum masih rendah, (ii) secara umum masyarakat  merasakan ketidakpuasan dan tidak digunakannya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, (iii) secara umum masih banyak sektor pelayanan publik yang masih memerlukan perbaikan sebagai rekomendasi bagi pengembangan strategi dimasa mendatang bagi pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Kata kunci: kinerja pemerintah daerah, Ogan Komering Ilir, kepuasan masyarakat

Abstract

The main problems in decision-making on public services for the Government of Ogan Komering Ilir is still a lack of information about the current situation and conditions of service perceived by the public. In this regard, research conducted by survey method with techniques of data collection through questionnaires. To complete the data, the research team also conducted interviews with a wide range of sources such as community leaders in the area of ​​the sample districts. In addition, the research team also conducted interviews with officials from various agencies. The sampling technique used is through multi stages random sampling method in selecting sources of research data. From the research it can be concluded that: (i) satisfaction of the public perception of the quality of local government services in general is low, (ii) the general public feel discontent and not use public services provided by local government, (iii) in general are still many sectors public services need improvement as a recommendation for the development of future strategies for local governments Ogan Komering Ilir regency. 
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1. Pendahuluan 

Masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintahan merupakan sumber informasi yang penting tentang kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan jasa, fasilitas serta sarana dan prasarana publik. Oleh sebab itu, penelitian/kajian kepada masyarakat atau pengguna merupakan cara yang paling sering dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan masyarakat atau pengguna terhadap pelayanan suatu jasa publik. Kondisi dan perubahan sikap masyarakat setelah menerima jasa publik, pemeringkatan tentang karakteristik kualitas jasa tertentu, alasan ketidakpuasan atau tidak dipakainya jasa dan saran-saran untuk perbaikan jasa publik. Dalam upaya peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) senantiasa berupaya dan berusaha melakukan “JARING ASMARA” (penjaringan aspirasi masyarakat), baik melalui lembaga swadaya masyarakat, perangkat desa dan kelurahan, anggota legislatif, termasuk para akademisi/masyarakat ilmiah. Namun demikian, informasi mengenai kondisi terakhir tentang pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat masih belum seutuhnya didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten OKI, sehingga pemda menemui kendala dan kesulitan untuk merumuskan/melakukan formulasi kebijakan tentang pelayanan publik. Kurangnya informasi tersebut tentu saja menjadi persoalan tersendiri bagi pemda dan juga bagi lembaga legislatif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukanlah kajian dan penelitian mengenai “Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Eksternal melalui Survey Kepuasan Masyarakat.” 
2. Metode 
Fokus kajian dan penelitian diarahkan kepada beberapa aspek kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, yang berupa: Karakteristik responden; Keadaan pelayanan dasar yang dilaksanakan pemerintah daerah; Pertanyaan umum yang berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintahan khususnya aksesibilitas dan akuntabilitas.

Selain data primer diatas, penelitian/kajian juga menggunakan data sekunder yang diterbitkan dari berbagai sumber seperti Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kantor Statistik, Kantor Kecamatan serta Kantor Kepala desa dimana kajian dilakukan. Teknik Pengumpulan data wawancara dengan tuntunan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah  kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Kementerian Dalam Negeri (2010). Untuk melengkapi data, tim peneliti  juga melakukan wawancara  dengan berbagai sumber seperti tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan yang menjadi sample. Selain itu, tim peneliti juga melakukan wawancara dengan aparat pemerintahan dari berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Teknik sampling yang digunakan adalah melalui metoda multi stages random sampling dalam memilih sumber data penelitian. 
3. Tinjauan Pustaka

3.1. Kinerja Pegawai

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses (Nurlaila, 2010:71). Kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan (Dessler, 1992). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2002:22). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999:15). 

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Prawirosentono (1999:27), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut: (a) Efektifitas dan efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien; (b) Otoritas (wewenang). Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut; (c) Disiplin. Disiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya, disiplin pegawai adalah kegiatan pegawai yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja; dan (d) Inisiatif. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

3.3. Karakteristik Kinerja Pegawai 

Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi menurut Mangkunegara (2002:68) adalah sebagai berikut: (1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi; (2) Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi; (3) Memiliki tujuan yang realistis; (4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya; (5) Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya; dan (6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

3.4. Indikator Kinerja Pegawai 

Menurut Robbins (2006:260), indikator untuk mengukur kinerja pegawai secara individu ada enam indikator, yaitu: (1) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi Pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan Pegawai; (2) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan; (3) Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain; (4) Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya; (5) Kemandirian. Merupakan tingkat seorang Pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya; dan (6) Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana Pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab Pegawai terhadap kantor.

4. Hasil dan Analisis
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah salah satu kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini telah mengalami pemekaran wilayah administrasi mengingat besarnya luas wilayah yang dimiliki. Secara topografis, Kabupaten OKI terdiri atas wilayah dataran rendah dan daerah aliran sungai (DAS). pasang surut, rawa-rawa, dan pesisir pantai timur Sumatera. Bahkan kabupaten ini juga dikenal sebagai kabupaten dengan luas wilayah gambut terluas di Propinsi Sumatera Selatan, yakni mencapai sekitar 1,5 juta hektar. Luas kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 19.023,47 Km2, terdiri atas 18 kecamatan. Wilayah paling luas adalah Kecamatan Tulung Selapan (4.853,40 Km2) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Mesuji (55,86 Km2). Hampir semua wilayah Kabupaten OKI dapat ditempuh dari ibukota Kabupaten (Kota Kayuagung) maupun dari ibukota Propinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang). Kabupaten OKI mempunyai beberapa media transportasi untuk mencapai masing masing wilayah kecamatan, yang umumnya jalur transportasi darat, transportasi sungai. Transportasi sungai umumnya didapat pada wilayah kecamatan yang terletak pada wilayah pasang surut, rawa-rawa dan pesisir pantai timur Sumatera. Kesemua media transportasi tergolong lancar, kecuali beberapa daerah yang harus ditempuh melalui jalur sungai mengalami keterbatasan jumlah sarana transportasi seperti wilayah Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan dan beberapa wilayah kecamatan lainnya. Sebelum mengalami pemekaran wilayah Kabupaten, Kabupaten OKI mempunyai luas wilayah sebesar 21.689  Km2, yang terdiri atas 18 wilayah kecamatan. Pada tahun 2003, saat telah dimekarkan menjadi 2 kabupaten,  kabupaten ini luasannya berubah menjadi 19.023,47 Km2 dengan  18 wilayah kecamatan. Luas wilayah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering bervariasi berdasarkan dari potensi wilayah dan perkembangan wilayahnya. Kecamatan Agung mempunyai liuas wilayah 145,45 Km2, Kecamatan Sirah Pulau Padang 149,08 Km2, Kecamatan Mesuji seluas 55,86 Km2, Kecamatan Tulung Selapan 4.853,40 dan Kecamatan Air Sugihan 2.593,82. Distribusi penduduk pada wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga mengalami ketidak merataan. Beberapa Kecamatan mempunyai kepadatan penduduk tinggi dan daerah lainnya rendah. Variasi ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis wilayah. Kecamatan kecamatan yang berada dalam wilayah daerah aliran sungai, rawa rawa, pasang surut dan pesisir mempunyai kepadatan penduduk yang rendah dibandingkan dengan daerah dataran rendah.  Kecamatan Kayuagung mempunyai kepadatan penduduk per km2 sebanyak 361 jiwa, Kecamatan Sirah Pulau Padang 261 jiwa, Kecamatan 64, Kecamatan Tulung Selapan 8 dan Kecamatan Air Sugihan 13 orang per Km2.  

Tabel 1. Luas Wilayah dan Penduduk pada Wilayah Penelitian

	No
	Wilayah
	Luas Wilayah

(Km2)
	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	Kepadatan penduduk per Km2

	1

2

3

4

5
	Kayuagung

S.P. Padang

Mesuji

Tulung elapan

Air Sugihan
	145,45

149,08

55,86

4.853,40

2.593,82
	54.594

40.178

30.128

44.183

31.986
	376,35

265,51

685,56

269,51

12,33

	Kabupaten OKI
	19.023,47
	663.790
	34,89


Berdasarkan jenis kelamin, distribusi penduduk perempuan di Kabupaten OKI sedikit rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Khusus wilayah Kecamatan Kayuagung, penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 25.805 penduduk laki-laki dan 28.789  penduduk perempuan. Wilayah kecamatan yang menjadi sample penelitian umumnya menyebar berdasarkan distribusi penduduk kabupaten (BPS Kab. OKI, 2010).
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta dan data sebagai berikut: Pelayanan Publik Dasar. Separuh dari masyarakat  melakukan pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), yaitu sebesar 52%, dan dari jumlah ini 78,36% melakukan pengurusan sendiri, dan 80,29% menyatakan puas terhadap layanan pembuatan KTP. Penyebab ketidakpuasan masyarakat akan layanan pembuatan KTP adalah terbesar dikarenakan adanya pembayaran ekstra pada petugas (58,97%). Hanya sebagian saja masyarakat  melakukan pendaftaran kelahiran dan kematian anggota keluarganya, yaitu  sebesar 28,80%, dan dari jumlah ini 73,04% melakukan pengurusan sendiri, dan 88,70% menyatakan puas terhadap layanan pendaftaran kelahiran dan kematian. Penyebab ketidakpuasan masyarakat akan layanan ini adalah terbesar dikarenakan lambatnya pelayanan dari petugas (58,97%). Hanya sebagian kecil saja masyarakat  melakukan pengurusan Surat Izin Perencanaan bangunan atau IMB, yaitu  sebesar 8,75%, dan dari jumlah ini 60,00% menyatakan puas terhadap layanan IMB. Penyebab ketidakpuasan masyarakat akan layanan ini adalah terbesar dikarenakan biaya pengurusan yang mahal (50,00%). Hanya sebagian saja masyarakat  menerima bantuan pemda untuk mengurus Hak atas tanah, yaitu  sebesar 20,75%, dan dari jumlah ini 72,29% menyatakan puas terhadap layanan hak atas tanah. Penyebab ketidakpuasan masyarakat akan layanan ini adalah terbesar dikarenakan adanya pembayaran ekstra untuk petugas (33,33%) dan biaya pengurusan mahal (33,33%). Hanya sebagian kecil saja masyarakat  mengurus lisensi bisnis atau perizinan lain pada kantor pemda, yaitu  sebesar 10,75%, dan dari jumlah ini 74,42% menyatakan puas terhadap layanan pengurusan izin lisensi bisnis. Penyebab ketidakpuasan masyarakat akan layanan ini adalah terbesar dikarenakan pelayanan lambat (44,44%) dan biaya pengurusan mahal (44,44%).

Infrastruktur dan Utility Dasar. Hampir separuh dari jalan lingkungan yang tersedia mempunyai kualitas kurang baik (48,80%), dan dari jumlah ini kualitas yang kurang baik disebabkan oleh pemeliharaan kurang baik (56,41%). Sebagian besar (87,00%) wilayah penelitian tidak mempunyai trotoar untuk pejalan kaki, dan dari trotoar tersedia 6,25% mempunyai kualitas baik.  Alasan kualitas trotoar kurang baik disebabkan oleh karena trotoar tidak berlokasi di jalan yang tepat (50,00%). Sebagian dari drainase mempunyai kualitas kurang baik (43,25%), dan dari jumlah ini, alas an drainase kurang baik disebabkan oleh drainase kuraqng sesuai dengan standar (50,87%). Sebagian besar (67,00%) kualitas kebersihan wilayah sangat bersih. Alasan kualitas kebersihan wilayah kurang baik disebabkan oleh terlalu banyak sampah domestic (69,53%). Hanya sebagian saja (22,70%) kualitas penerangan jalan di malam hari baik atau sangat memuaskan. Alasan penerangan jalan kurang baik disebabkan oleh tidak mencukupinya jumlah lampu penerangan (71,74%). Hanya sebagian kecil saja masyarakat (19,00%) menggunakan air dari PDAM. Dan dari jumlah ini, 57,32% menyatakan kualitasnya kurang baik. Alasan kualitas PDAM kurang baik disebabkan oleh kurang baiknya kualitas air (65,96%). Hanya sebagian kecil saja masyarakat (1,25%) menggunakan jasa pembuangan limbah dari Pemda. Alasan layanan pembuangan sampah tidak memuaskan karena kualitas pelayanan kurang baik (20,00%). Hanya sebagian kecil saja masyarakat (6,25%) menggunakan atau memperoleh air irigasi, dan dari jumlah ini hanya 8% yang menyatakan puas. Alasan ketidakpuasan sistem irigasi dikarenakan distribusi air tidak merata. Sebagian saja masyarakat (25,00%)  memiliki layanan MCK umum. dan dari jumlah ini 49,00% menyatakan tidak puas. Alasan ketidakpuasan masyarakat disebabkan oleh jarak MCK yang jauh dari lingkungan pemukiman (42,86%). Sebagian besar kualitas pengaturan lalulintas pada wilayah penelitian cukup baik (71,50%). Alasan pengaturan lalulintas kurang baik terbesar disebabkan oleh kurang tertibnya pengguna lalulintas (76,47%). Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa transportasi public (79,75%), 80% dari pengguna ini menyatakan puas atas jasa transportasi publik. Alasan kualitas jasa transportasi kurang baik disebabkan oleh tariff angkutan terlalu mahal (28,07%) dan waktu tunggu kendaraan terlalu lama (28,07%).

Pelayanan jasa publik. Sebagian besar masyarakat (95,00%) tidak menggunakan jasa pengumpul sampah. Kualitas pengumpul dan pembuangan sampah dinilai baik atau memuaskan (60,00%). Alasan kualitas jasa pengumpulan sampah kurang baik terbesar disebabkan oleh pengumpulan sampah tidak teratur (42,86%). Hanya sebagian saja (20,50%) masyarakat menyatakan puas dengan kualitas pencegahan dan pemadaman kebakaran. Alasan kurang baiknya kualitas pencegahan dan pemadaman kebakaran terbesar disebabkan oleh jauhnya lokasi kebakaran dengan kantor pemadam kebakaran.

Pelayanan Sosial Dasar. Sebagian besar masyarakat (68,75%) menyekolahkan anggota keluarganya dalam kurun waktu terakhir ini, dan 72,36% dari jumlah ini menyekolahkan anggota keluarga pada sekolah negeri.. 74,25% kualitas pendidikan di sekolah negeri tergolong baik.  Alasan kualitas pendidikan sekolah negeri kurang baik terbesar disebabkan oleh biaya terlalu mahal (66,67%). Sebagian besar anggota keluarga masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan (75,25%). Dari jumlah ini, 44,85% memanfaatkan pelayanan kesehatan umum. 78,01% kualitas pelayanan kesehatan public dinilai baik atau memuaskan. Alasan ketidakpuasan akan layanan kesehatan public terbesar disebabkan oleh kurang memadainya kualitas fasilitas (48,12%). Sejumlah kecil masyarakat (21,00%) menggunakan fasilitas olahraga taman dan area public. Dari jumlah ini, 57,14% responden menyartakan puas terhadap layanan ini. Alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan ini terbesar disebabkan oleh sudah tuanya fasilitas yang ada (42,96%).

Dukungan Ekonomi Pasar. Sejumlah masyarakat (59,50%) menggunakan pasar local disediakan oleh pemerintah. Dari jumlah ini, 53,36% menyatakan puas terhadap penggunaan pasar local. Alasan ketidakpuasan pada pasar local pemda terbesar disebabkan oleh terlalu banyak pedagang, sehingga pasar berdesakan (21,50%). Hanya sejumlah masyarakat saja (33,25%) pernah memperoleh program khusus pemda seperti program pengentasan kemiskinan. Dari jumlah ini, 72,93% menyatakan puas. Alasan ketidakpuasan pada pelayanan pemda pada program khusus terbesar disebabkan oleh tidak sesuainya program khusus tersebut dengan  apa yang diperlukan (31,43%).

Penilaian Program Pemda. Secara umum masyarakat puas (40,75%) terhadap upaya pemerintah daerah untuk mengentaskan persoalan kemiskinan. Akan tetapi sejumlah masyarakat merasa belum puas (36,60%) terhadap upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pemukiman masyarakt miskin. Secara umum masyarakat merasa belum puas (33,25%) terhadap upaya pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja. Sejumlah besar masyarakat (27,30%) menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya apa apa untuk memerangi atau mengurangi kemiskinan. Sejumlah besar masyarakat (18,30%) menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa untuk membantu pengaturan keuangan keluarga. Sejumlah besar masyarakat (20,80%) menyatakan puas terhadap upaya  pemerintah daerah untuk mempermudah akses terhadap keputusan DPRD atau Pemda. Sejumlah besar masyarakat (36,80%) menyatakan puas terhadap upaya bupati  untuk membuka aksesibilitas dan responsivitas pada kebutuhan masyarakat. Sejumlah besar masyarakat (28,00%) menyatakan puas terhadap upaya pemerintah daerah memberikan pelayanan yang adil. Sebagian besar masyarakat (44,30%) menyatakan puas terhadap upaya pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan bekerja di pemerintah daerah. Sebagian besar masyarakat (44,30%) menyatakan puas terhadap upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan terhadap penggunaan area public.  Sejumlah besar masyarakat (32,30%0 menyatakan puas terhadap upaya pemerintah daerah untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Sejumlah besar masyarakat (35,00%) menyatakann puas terhadap upaya  yang dilakukan pemda untuk menegakkan peratutan kehutanan, pelestarian dan penggunaan tanah.  Sejumlah besar masyarakat (52,00%) menyatakan puas terhadap upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pendidikan, kesehatan, HAM, Pemilu dan lain-lain.
5. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: (i) persepsi kepuasan masyarakat tentang mutu pelayanan pemerintah daerah secara umum masih rendah, (ii) secara umum masyarakat  merasakan ketidakpuasan dan tidak digunakannya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, (iii) secara umum masih banyak sektor-sektor pelayanan publik yang masih memerlukan perbaikan sebagai rekomendasi bagi pengembangan strategi dimasa mendatang bagi pemerintah daerah kabupaten Ogan Komering Ilir.
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